BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberi gambaran mengenai

kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo periode 2017

sampai 2019 . dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa

kesimpulan

1.

yang dapat diambil atau dikemukan antara lain:

Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan
untuk menilai kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam mendukung
pelaksanaan otonomi daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tahun anggaran 2017 sampai 2019
dikategorikan sangat kurang karena masih berada dalam skala interval
00.00-10,00%. Artinya kontribusi PAD dalam menyelenggarakan
Desentralisasi masih sangat kurang

Rasio Efisiensi keuangan daerah tahun anggaran 2017 sampai 2019
tergolong cukup efisien. Karena pada tahun 2017-2019 rasio efisiensinya
mengalami penurunan.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tahun anggaran 2017 sampai 2019
memiliki pola hubungan instruktif dimana tingkat ketergantungan pihak

ekstern masih sangat tinggi.
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5. Rasio Efektivitas PAD tahun anggaran 2018 memiliki kriteri efektif

artinya kemampuan pemerintah daerah dalam merealisaskan PAD yang
direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan
potensi rill daerah efektif atau sudah mencapai target. Sedangkan pada
tahun 2017 dan 2019 belum efektif yang artinya pemerintah belum

mencapai target dalam merealisasi PAD nya.

6. Rasio Keserasian Pemerintah Daerah Kabupeten Nagekeo meniti beratkan
pada belanja operasi yang artinya belanja modal yang digunakan untuk
menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung kecil.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka ada beberapa saran yang dapat

diberikan penulis guna mendukung kemajuan kemampuan keuangan pada

Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo adalah sebagai berikut

1.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo diharapkan lebih proposional
didalam mengalokasikan belanjanya, yakni mengurangi belanja
operasional dan meningkatan belanja modal.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo diharapkan berupaya untuk lebih
meningkatkan PAD nya dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber
daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah PAD,
sehingga ketergantungan pendapatan dari Pemerintah Pusat bisa semakin
berkurang.

Meningkatnya terbatasnya jumlah dan jenis sumber-sumber Pendapatan

Asli Daerah, maka diperlukan penyerahan beberapa sumber keuangan
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nasional yang potensial untuk dikelola dan dipungut sendiri oleh daerah

dan menjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
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